IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI by Rita P.S, Niluh Putu et al.
36
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Kendari
Volume 2 Number 4 (November-January), (2019) pp.36-55
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 2 . N o 4 . 2 0 1 9 | Copyright©2019
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA KENDARI
1Niluh Putu Rita P.S, 2Wempy Banga, 3 Suriyani BB




This study aims to describe and analyze the implementation of the Building Construction
Permit at the Housing Office, Settlement Area and Land of Kendari City.
This research method uses a type of qualitative descriptive research that is data and
information obtained from research informants and documentation relating to the facts then
analyzed by connecting between concepts and facts to answer research problems
The results of the study show that the implementation of the Building Construction Permit in
the Housing, Settlement and Land Offices of Kendari City is included in the category of
adequate. Policy implementation variables covering organizational aspects, aspects of
interpretation and aspects of the application have been carried out adequately.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Izin Konstruksi
Bangunan di Kantor Perumahan, Area Permukiman dan Tanah Kota Kendari.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu data dan
informasi yang diperoleh dari informan penelitian dan dokumentasi yang berkaitan dengan
fakta-fakta kemudian dianalisis dengan menghubungkan antara konsep dan fakta untuk
menjawab masalah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Izin Konstruksi Bangunan di Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari termasuk dalam kategori cukup. Variabel
implementasi kebijakan yang meliputi aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi
telah dilakukan secara memadai.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik; Izin Mendirikan Bangunan; Kebijakan Publik
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PENDAHULUAN
Salah satu syarat administrasi dalam mendirikan sebuah bangunan adalah memiliki izin
mendirikan bangunan (IMB) agar memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan
dan keamanan sesuai dengan fungsinya. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak hanya
diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk
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Menurut Goenawan (dalam Baleke, 2016:53) Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin
yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila
rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek
pertananahan, aspek planalogis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek
kenyamanan dan aspek lingkungan.
Adanya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan untuk, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan mendirikan bangunana oleh orang (pribadi)
atau badan. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka
pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan
dan penertiban pembangunan kota yang terarah. Sangat bermanfaat pula bagi pemilik
bangunan karena memberi kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan
dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam
hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud. Sehingga jika tidak adanya IMB maka akan
dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Baleke, 2016: 53).
Salah satu kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Kendari sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diberikan
kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah dalam bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari
adalah memberi rekomendasi izin mendirikan bangunanan pada pribadi atau badan untuk
mendirikan suatu bangunan yang telah memenuhi syarat.
Dalam hal tersebut pemerintah Kota Kendari telah mengatur dengan dikeluarkannya
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
yang menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah untuk mendirikan
atau merubah suatu bangunan yang dimaksud agar pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan rencana tata ruang dan syarat-syarat teknis yang berlaku.
Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa fenomena yang terjadi saat ini, masih ada
sebagian masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (hasil wawancara
dengan beberapa masyarakat kota kendari). Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian
implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari pada tahun 2018 belum berhasil mencapai
target yang telah ditetapkan (Sumber : Hasil observasi awal peneliti dengan Kepala Bidang
Pertanahan : Sahurianto. M, SP pada bulan Desember 2018).
Pada tahun 2016 target pencapaian retribusi kebijakan IMB sudah berhasil mencapai target
bahkan sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 135,96%, selanjutnya pada tahun
2017 target pencapaian retribusi kebijakan IMB juga sudah berhasil mencapai terget bahkan
sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 115,16%, sedangkan untuk tahun 2018
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target pencapaian retribusi IMB tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yang
berhasil terealisasi hanya 83,30%. Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan
pencapaian target retribusi IMB. (Sumber : Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Kendari pada bulan Januari 2019)
Hal tersebut diatas tentunya menjadi masalah yang sangat krusial, karena setiap tahunnya
pembangunan di Kota Kendari selalu mengalami peningkatan tetapi pada kenyataannya
tidak iringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan IMB.
Apabila sesorang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), maka bangunan yang
dibangun tidak akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam
peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak sesuai
dengan rencana tata ruang kota. Selain itu bangunan yang tidak memiliki IMB dapat
menimbulkan masalah karena mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya
bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak terjamin.
Untuk memberikan pemahaman yang sama terkait kajian tentang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA KENDARI, maka berikut disajikan beberapa konsep yang subtansi dari
penelitian ini.
Kebijakan Publik
Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) “public policy is whatever
governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan
negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan
kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya
memiliki dampak terhadap masyarakat (Elwan, L.O.M, 2011:15)
Senada dengan pandangan Dye, Edwards dan Sharkansky dalam Kismartini (2008:16)
mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan, atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato, dan
wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera
ditindaklanjuti dengan program-program dan tidakan pemerintah.
Menurut Jones dalam Wahab (2005:65) kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi
yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang
saling berkaitan yang memepengaruhi sebagian besar masyarakat.
Berikutnya Riant Nugroho (2008:10) mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang
dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat
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pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat
yang dicita-citakan.
Anderson dalam Agus (2012:7) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan
pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya.
Implikasi dari pengertian kebijakan tersebut adalah:
1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan
yang berorientasi pada tujuan;
2) Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat
pemerintah;
3) Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan
merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk
melakukan sesuatu;
4) Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan; dan
5) Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).
Putra (2003:78) menyatakan bahwa siklus kebijakan meliputi: (1) formulasi; (2) implementasi;
dan (3) evaluasi. Penggunaan istilah implementasi selalu dikaitkan dengan kebijakn atau
program, artinya yang diimplementasikan adalah suatu kebijakan atau program.
Sebuah kebijakan publik memiliki beberapa tahapan, dimulai dari formulasi kebijakan,
implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan (Baleke, 2016:11). Dimana dalam penelitian
ini mengangkat mengenai masalah Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
Dalam peraturan tertulis tingkatan-tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat
dibedakan menjadi tiga (Mulyadi, 2016:37-38), yaitu:
a) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah
dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa indonesia, yang
dapat direvisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan
dari seluruh rakyat Indonesia.
b) Kebijakan publik yan kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara
legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun
menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislative
bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan
legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
c) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Didalam
pekembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat
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oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan produk ynag sangat luas, sehingga
dibtuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan
legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan/Peratutan Presiden (Kepres/Perpres), Keputusan/Peraturan
Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan
Walikota/Bupati.
Berdasarkan teori Bromley (Mulyadi, 2016:39-40) kebijakan publik memiiki tiga
tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu:
1) Policy level. Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga
yudikatif dan legislatif pada tingkat ini, terdapat lembaga tinggi negara atau badan
legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas,
misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
2) Organizational level. Organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Setiap
kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu kebijakan, siapa
penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang
akan diberlakukan dan sebagainya.
3) Operational level. Operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti
kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Aturan-aturan atau kebijakan yang telah
jelas penanggung jawabnya agar dapat dilaksanakan, biasanya menggunakan aturan
operasional terperinci dan teknis.
Berikut tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn (dalam
Elwan L.O.M, 2011: 16-17) adalah sebagai berikut:
1. Fase Penyusunan Agenda, dimana para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik;
2. Fase Formulasi Kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk
mengatasi masalah;
3. Fase Adopsi Kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas
legislatif dan atau konsensus kelembagaan;
4. Fase Implementasi Kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-
unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia;
5. Fase Penilaian Kebijakan, disini unit-unit pemeriksaan dan akuntasi menilai apakah
lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi
persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Penilaian kebijakan ini akan menyediakan informasi yang dapat dijadikan masukan dalam
penyusunan agenda kebijakan baru, sehingga proses kebijakan publik merupakan sebuah
siklus. (La Ode Muhammad Elwan, 2011: 16-17)
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Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan
sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam
program yang dimaksud dalam suatu kebijakan (Santosa, 2008:43)
Udoji dalam Putra (2001: 79) menjelaskan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang
penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.
Higgins (1985) dalam Salusu (2008:409) menyatakan implementasi yaitu seperangkat
kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksud untuk
mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan
serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasional dari
berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.
Berikutnya, Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2001:28) mengartikan bahwa
implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur
proses implementasinya.
Implementasi kebijakan sebagaimana yang kemukakan oleh Jones dalam Widodo (2006:69)
bahwa aktivitas implementasi kebijakan ada tiga macam yaitu:
1) Pengorganisasian yaitu suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber
daya, unit-unit dan metode-metode yang mempengaruhi pada upaya mewujudkan
kebijaksanaan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran.
2) Interpretasi yaitu aktivitas penjelasan substansi dari suatu kebijaksanaan dalam bahasa
yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan
diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijaksanaan.
3) Aplikasi yaitu penyediaan layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai
dengan tujuan dan sasaran kebijaksanaan yang ada.
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:148) menjelaskan bahwa suatu kebijakan
mungkin diimplementasikan secara efektif namun gagal memperoleh hasil subtansi karena
kebijakan tersebut tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh
karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang perlu
namun tidak cukup (necessary but not sufficient) bagi pencapaian hasil akhir secara positif.
Seperti telah dipaparkan sebelumnya, kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu
proses yang kompleks yang berangkat dari tahap perumusan sampai evaluasi dampak
kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu tahap
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saja dari sekian tahap kebijakan publik, dan karenanya hanya merupakan salah satu
variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam
memecahkan persoalan-persoalan publik. (La Ode Muhammad Elwan, 2011; 19).
Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai
suatu proses (input), suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu hasil (outcome).
Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan
tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam
konteks keluaran, implementasi melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah
direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu
program. Terakhir pada tingkat abstraksi yang tertinggi hasil implementasi mempunyai
makna telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program
diluncurkan. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa
dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran atau suatu hasil. Implementasi juga
melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian. Demikian halnya
menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa
Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak
senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata
bukanlah sesuatu yang mudah.
Grindle (1980) mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan
administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik.
Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk
menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan
secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditentukan (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini
dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang
spesifik dan dana yang dialokasikan, serta
b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut.
Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan
b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap
perubahan yang terjadi.
Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan
suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan
itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) dari kebijakan tersebut.
Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (content of policy) dan aspek
konteks implementasi kebijakan (contexs of policy implementation)
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik
George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:58) mengemukakan empat faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan
harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (targer group) sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi
dari kelompok sasaran (Mulyadi, 2015:58).
Menurut Agustino (2006:157) “komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang
memepengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang
efektif dan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan
mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat
melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunkasi. Edward III dalam Agustino (2006:158)
mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:
1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan satu implementasi
yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikais yaitu adanya
salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang
harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah
jalan.
2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima ole pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats)
harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten
dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-
ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tesebut dapat berwujud sumber daya manusia,
yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya
tinggal dikertas menjadi dokumen saja (Mulyadi, 2015:58).
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Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting
dalam implementasi kebijakan yang baik. Indkator-indikator yang digunakan untuk melihat
sejauh mana sumber daya memepengaruhi implemetasi kebijakan terdiri dari:
1). Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai.
Kegagalan yang sering terjadi dalam dalam implementasi kebijakan, salah satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak
kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak
cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah
kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2). Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua,
informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3). Wewenang. Pada umumnya kewenagan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan secara efektif.Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika
wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi,
sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks
yang lain, ketika kewenangan formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam
melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam
implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
4). Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Implemetor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan
tersebut tidak akan berhasil.
Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh impementor, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III,
jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui
apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut (Mulyadi, 2015:58).
Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “kecendrungan-kecenderungan
atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi
implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau
sikap positif aau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat
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kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan
awal. Demikian sebaliknya jika pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap
implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai
disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak
melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena
itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang
yang memilki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada
kepentingan warga masyarakat.
2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap
para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak
berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat
kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah
keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai
upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencakupi dan para implementor
mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan
untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat
ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut
adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus
dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalam melakukan
koordinasi yang baik (Mulyadi, 2015:58).
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin mendirikan bangunan (IMB) menurut Goenawan (2009) dalam Baleke (2016:53) adalah
izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila
rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek
pertananahan, aspek planalogis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek
kenyamanan dan aspek lingkungan.
Darwis (2019:97) menyatakan bahwa IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah ijin
untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau meronovasi suatu bangunan,
termasuk ijin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah.
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Dwi (2008: 11) menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan atau yang lebih sering dikenal
IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat
diterbitkan apabila telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek
planalogis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek
lingkungan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Izin Mendirikan Bangunan atau yang
biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada
pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau
merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
Pengertian izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis yang berlaku (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24 /PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, Izin Mendirikan
Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabiitasi/renovasi dan/atau memugar
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
yang menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah untuk
mendirikan atau merubah suatu bangunan yang dimaksud agar pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan syarat-syarat teknis yang berlaku.
METODOLOGI
Jenis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan metode
yang menggambarkan permasalahan yang dijelaskan berdasarkan fakta yang bersifat
khusus kemudian diteliti dan menarik kesimpulan secara umum.
Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata lisan, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian dari
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Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data Penarikan Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari tepatnya pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini
sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di lokasi penelitian
Informan Penelitian
Penelitian ini memilih informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan
Snowball Sampling. Maksudnya adalah strategi menentukan kelompok peserta menjadi
informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Key Informan
digunakan berdasarkan penguasaan informasi yang biasanya dilakoni oleh tokoh-tokoh
kunci terkait dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya teknik snowball sampling digunakan
untuk mencari dan menemukan informan tersembunyi yaitu kelompok yang tidak mudah
diakses oleh peneliti sehingga memungkinkan peneliti menemukan informan baru dari satu
informan ke informan lainnya dan membentuk seperti bola salju yang semakin membesar
dan disesuaikan dengan kebetulan data peneliti.
Teknik Pengumpulan Data
Menurut (Sugiyono, 2008: 308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) wawancara; 2) observasi; 3) studi
literatur; 4) Studi Dokumentasi
Teknik Analisa Data
Sumber : Miles dan Huberman (1992)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari
1. Aspek Oganisasi
Aspek pertama dalam menilai kesiapan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Kendari dalam melaksanakan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) adalah aspek organisasi. Aspek organisasi ini adalah menata sumber daya yang ada
dalam hal ini adalah sumber daya manusia agar suatu program dapat terlaksana/berjalan
yang meliputi: pembagian kerja dan koordinasi yang ada pada Dinas Perumahan,
KawasanPermukiman dan Pertanaha Kota Kendari.
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a) Pembagian Kerja
Dalam suatu organisasi, pembagian kerja sangat mempengarui produktivitas kerja
pegawai. Setiap pegawai yang ada harus ditempatkan sesuai dengan keahlian dan latar
belakang pendidikan yang dimilikinya.
Pembagian kerja yang selama ini terjadi pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sudah dilakukan dengan mengacu pada
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kendari serta dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh
pegawai akan tetapi pembagian kerja yang dilakukan selama ini kadang tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Walaupun memiliki
latar belakang pendidikan yang tidak sesuai tetapi mereka ahli dibidang itu maka pegawai
tersebut akan ditempatkan pada bidang tersebut karena organisasi ini menuntut adanya
profesionalitas kerja.
b) Koordinasi
Dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan IMB tentu
dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga dalam pelaksanaannya
akan lebih mudah dan tidak menimbulkan masalah kedepannya. Semakin baik koordinasi
yang dilakukan tentu akan memperlancar dan dapat menjaga agar tidak terjadi kekeliruan
dalam proses penerbitan IMB.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari telah
melakukan koordinasi antara masing-masing bidang maupun seksiyang ada agar apabila
terdapat kesalahan maupun kekurang berkas dapat cepat diatasi sehingga penerbitan IMB
dapar berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu juga telah
dilakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja terkait seperti Lurah dan Camat agar
tempat yang akan didirikan bangunan tidak memiliki masalah seperti terlibat dalam
sengketa tanah dan lain-lain.
2. Aspek Interpretasi
Aspek interpretasi berhubungan atau berkaitan erat dengan para pelaksana
kebijakan dalam hal ini adalah implementor agar dapat memahami apa yang seharusnya
mereka kerjakan dan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan pimpinan. Penafsiran
kebijakan yang salah akan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam implementasi
kebijakan tersebut dan tentunya tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai.
Interpretasi dalam penelitian ini adalah kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari dalam mengartikan kebijakan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) agar dapat terencana dan terarah dengan tepat sehingga dapat diterima
dan dilaksanakan meliputi: tingkat pemahaman dan tindak lanjut program.
a) Tingkat Pemahaman Kebijakan
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Sebagai seorang pelayan masyarakat, seorang pegawai yang ditempatkan pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari wajib untuk mengerti
dan memahami tentang persyaratan dan alur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang telah dibuat serta dapat memberikan solusi kepada masyarakat apabila masih ada
persyaratan yang tidak dapat dipahamiya dan dokumen apa yang tidak dapat mereka
penuhi.
Tingkat pemahan kebijakan yang dimiliki oleh pegawai sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan apabila tingkat pemahaman akan
kebijakan yang dilakukan masih kurang tentu kebijakan tersebut tidak akan dapat telaksana
sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat pemahaman pegawai akan
kebijakan tersebut sudah memadai maka kebijakan tersebut akan dapat terlaksana sesuai
dengan target yang dinginkan.
Tingkat pemahaman petugas pelaksana (implementor) yang ada pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Kendari mengenai kebijakan IMB
sudah memadai, mereka sudah paham dengan tuposinya masing-masing. Hal ini dapat
dilihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada tentang IMB
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan menjadi suatu hal yang baru lagi, jadi mengenai
tingkat pemahan kebijakan sudah tidak dapat diragukan lagi.
b) Tindak Lanjut Program
Suatu kebijakan tidak akan dapat berjalan apabila tidak memiliki kelanjutan dalam
bentuk program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Biasanya
kebijakan yang ada masih bersifat umum dan ini tentunya membutuhkan penjabaran
mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaanya sehingga pegawai dapat dengan mudah
melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari adanya suatu kebijakan.
Tindak lanjut program dibuat agar implementasi dari suatu kebijakan dapat teratur
dan terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan dan agar lebih
memudahkan pegawai untuk fokus pada tupoksinya masing-masing dan tidak mencampuri
urusan dari bidang lain karena mereka memiliki tupoksi yang berbeda.
Tindak lanjut program yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari telah memadai sesuai dengan tupoksinya
masing-masing dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya
mulai dari pengukuran lapangan, pematokan GSB/GSP, pembuatan peta dasar, penerbitan
izin peruntukan, pemeriksaan gambar dan volume bangunan, penetapan retribusi,
penetapan SKR, pembayaran retribusi, pembuatan SK IMB, koreksi dan paraf IMB,
persetujuan dan penandatanganan SK IMB. Sehingga kebijakan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dapat diimplementasikan dengan baik seperti yang telah berlangsung selama ini.
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3. Aspek Aplikasi
Aplikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu ketentuan-ketentuan/prosedur
yang telah ditetapkan sebelunya kemudian dilaksanakan yang meliputi tingkat
kemampuan kerja dan tingkat penguasaan teknis suatu pekerjaan.
a) Tingkat Kemampuan Kerja
Tingkat kemapuan kerja pegawai sangat mempengaruhi kelancaran dalam
implementasi kebijakan. Kemampuan kerja erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang
dimiliki oleh seseorang maupun pengalaman kerja seseorang, semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan kinerjanya. Kemampuan kerja
pegawai dapat ditingkakan melalui berbagai pelatihan seperti: pendidikan jabatan,
workshop dan pelatihan keterampilan. Dengan kemampuan kinerja yang memadai maka
kinerja dan produktivitas kerja akan semakin memadai.
Tingkat kemampuan kerja pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Kendari khususnya terkait dengan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan
telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pegawai yang telah memiliki
tingkat pendidikan sarjana. Selain itu juga sudah didukung dengan pelatihan (Diklat) yang
telah diikuti oleh pegawai. Dengan kemampuan kinerja yang sudah memadai tersebut akan
tercipta produktivitas kerja dan kualitas pelayanan yang baik.
b) Tingkat Penguasaan Teknis Pekerjaan
Penguasaan teknis pekerjaan merupakan salah satu indikator yang menentukan
kualitas pelayanan yang diberikan aparat kepada masyarakat. Aparat harus memiki
kemampuan dalam teknis pekerjaan yang menjadi tupoksinya masing-masing.
Tingkat penguasaan teknis pekerjaan oleh petugas pelaksana yang ada pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sudah memadai yaitu sudah dilaksanakan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Salah satunya dapat dilihat pada penguasaan teknis yang
dimiliki pegawai dalam menghitung persentase tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
membaca gambar, membaca denah lokasi bangunan, mengukur garis sempadan
bangunan dan lain-lain.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari
1. Komunikasi
Dalam implementasi kebijakan komuikasi sangat diperlukan karena sebelum suatu kebijakan
itu dapat dilaksanakan tentu harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu baik itu melalui
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun sosialisasi secara tidak langsung
melalui media cetak, media elektronik, pemasangan papan reklame dll. Dengan adanya
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sosialisasi tentu pencapaian tujuan dari kebijakan IMB ini dapat terlaksana sesuai dengan
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Komunikasi terkait adanya kebijakan IMB telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari karena sebelum pelaksanaan suatu kebijakan
tentu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat baik itu sosialisasi secara
langsung maupun tidak langsung. Untuk komunikasi secara langsung telah dilakukan
dengan mengadakan sosialisasi dengan memanggil para Camat, Lurah serta tokoh
masyarakat yang ada di Kota Kendari untuk diberikan pemahaman terkait adanya
kebijakan IMB sehingga mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat yang
dipimpinnya selain itu juga dapat dilakukan dengan melalui teguran langsung kepada
masyarakat oleh petugas pelaksana apabila ditemui ada masyarakat yang membangun
sebelum memiliki IMB. Sedangkan, untuk komunikasi secara tidak langsung dengan
masyarakat telah dilakukanmelalui baliho, media cetak dan elektronik. Walaupun telah
dilakukan sosialisasi terkait IMB, namun masih ada masyarakat Kota Kendari yang belum
memiliki kesadaran untuk melakukan pengurusan IMB dengan alasan sibuk bekerja dan tidak
sempat melakukan pengurusan. Biasanya mereka hanya ingin melakuan pengurusan
apabila sudah mendapat teguran dari petugas pelaksana dan apabila memiliki keperluan
yang menggunakan IMB sebagai salah satu persyaratannya.
2. Sumber Daya
Sumber daya yang ada merupakan salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilan
implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas komunikasi yang disampaikan apabila sumber
daya yang ada tidak memadai tentu implementasi kebijakan tidak akan dapat terlaksana.
Sumber daya yang ada merupakan salah satu faktor yang menjadi penunjang keberhasilan
implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, tentu implementasi kebijakan tidak akan
dapat terlaksana. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sumber yang
dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini
dapat berupa sumber daya manusia yang memadai dan fasilitas yang ada sebagai
penunjang terlaksananya suatu kebijakan.
Berdasarkan data dokumen yang diperoleh, menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Kendari yang
bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan Izin Mendirikan bangunan berjumlah 18
orang. 3 (tiga) orang petugas Front Office, 10 orang petugas Back Office dan 5 orang
petugas tata usaha. Sedangkan untuk fasilitas penunjang pengurusan IMB meliputi 6 buah
kursi kerja, 6 buah meja kerja, 1 buah printer, 1 buah jaringan komputer, 3 buah lemari arsip,
3 buah kursi untuk pemohon IMB, 1 buah komputer PC, satu buah TV Monitor dan 1 buah
Global Positioning System (GPS) dan 1 buah Monitor.
Sumber daya yang ada dalam menujang keberhasilan kebijakan IMB pada Dinas
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Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sudah dapat dikatakan
memadai dari fasilitas yang ada, namun untuk sumber daya manusia yang bertugas
(implementor) masih dalam kategori cukup memadai karena kadang jumlah masyarakat
yang datang untuk melakukan pengurusan tidak sebanding dengan jumlah petugas yang
ada tetapi hal itu dapat diatasi walaupun kadang membutuhkan waktu yang agak lama.
3. Disposisi
Sikap atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor sangat berpengaruh dalam
melaksanakan kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik pula sesuai dengan apa yang menjadi
tujuan kebijakan. Begitu pula sebaliknya apabila sikapnya tidak sesuai maka implementasi
kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.
Disposisi dalam penelitian ini adalah bagaiman sikap dan keyakinan pelaksana kebijakan
akan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Selain sikap dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat tentunya diperlukan juga keyakinan yang dimiliki oleh implementor
bahwa tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan pimpinan.
Sikap/karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang mengimplementasikan kebijakan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya
masing-masing. Mereka (implementor) juga dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik itu masyarakat yang datang hanya sekedar bertanya maupun yang
melakukan pengurusan, sikap yang diberikan sangat ramah dan sopan serta tidak
membeda-bedakan masyarakat yang melakukan pengurusan baik itu ras, golongan,
agama dan lain-lain sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan pengurusan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan untuk tingkat keyakinan pegawai dalam
pencapaian tujuan juga sudah cukup yakin hanya saja karena pencapaian target yang
setiap tahunnya selalu ditingkatkan oleh pimpinan, maka target yang ditentukan tidak
selalunya dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena belum adanya petugas khusus yang
dibentuk untuk memprediksi pembanguan dimasa yang akan datang serta tidak
menentunya jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan IMB.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah bagaiman pola
hubungan stuktur organisasi dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan IMB. Meskipun
sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan sudah mencukupi dan para pelaksana
kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka memiliki
keinginan untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan bisa saja masih belum efektif
penyebabnya adalah ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.
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Strutur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari
sudah melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan mekanisme dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Kendari yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1) Implementasi kebijakan yang meliputi aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek
aplikasi sudah cukup memadai.
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan IMB yang meliputi komunikasi,
sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.
a) Komunikasi yang dilakukan terkait implemetasi kebijakan IMB antara implementor
dan masyarakat belum dilaksanakan secara efektif memang sudah dilaksanakan
sosialisasi oleh petugas pelaksana tetapi masih ada sebagian masyarakat yang
belum memiiki kesadaran untuk melakukan pengurusan IMB.
b) Sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas. Untuk sumber daya
manusia yang ada sudah cukup memadai, walaupun kadang tidak sebanding
dengan jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan IMB
sedangkan untuk fasiitas yang ada sudah memadai sesuai dengan kebutuhan
organisai dan masyarakat.
c) Disposisi (sikap) pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan IMB
sudah cukup memadai. Untuk sikap implementor dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sudah memadai namun dari tingkat keyakinan implementor
dalam pecapaian tujuan masih kurang karena jumlah masyarakat yang datang
untuk melakkan pengurusan tidak menentu.
d) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan IMB juga sudah
memadai sesuai dengan SOP dan mekanisme yang ada.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan hasil dan pembahasan, maka di sarankan:
1) Saran untuk implementasi kebijakan IMB:
Pembagian kerja terkait Implementasi Kebijakan IMB sebaiknya dilakukan berdasarkan
latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai
2) Saran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan IMB
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a) Diharapkan agar sosialisasi terkait IMB dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
(setiap tahun) dan disertai penerbitan buku panduan yang memuat persyaratan IMB,
prosedur pelayanan IMB, biaya pelayanan IMB dan waktu penyelesaian IMB
b) Peningkatan jumlah staf dalam pemberian pelayanan IMB untuk memaksimalkan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
c) Pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB lebih ditingkatkan salah
satunya dengan pemasangan plang IMB bagi bangunan yang telah memiliki IMB
sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan kedepannya.
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